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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa  dengan  adanya  penyesuaian  jenis  dan  tarif  atas 

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Badan  Pertanahan Nasional sebagaimana  telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah   Nomor 46 Tahun   2002 
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, perlu 
mengatur  kembali  jenis  dan  tarif  atas  jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan 
Nasional; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional; 

 
 
 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 20  Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 
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Pasal  2 . . . 

 

 

 
 
 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis 
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3694) sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor  52  Tahun  1998  tentang  Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3760); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU 
PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. 

 
 

Pasal  1 
 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal 
dari: 

 

a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; 
b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah; 
c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya; 
d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; 
e. Pelayanan Pendaftaran Tanah; 
f.  Pelayanan Informasi Pertanahan; 
g. Pelayanan Lisensi; 
h. Pelayanan Pendidikan; 
i. Pelayanan  Penetapan  Tanah  Objek  Penguasaan  Benda- 

benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda 
(P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 
5/Prk/1965; dan 

j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja 
Sama dengan Pihak Lain. 
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b. Luas . . . 

 

 

 
 
 
 

Pasal  2 
 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari 
Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi: 

 

a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas 
Wilayah, dan Pemetaan; 

 

b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam 
rangka Penetapan Batas, yang meliputi: 

 

1.  Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Bidang 
Tanah; 

 

2.  Pelayanan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Batas  Bidang 
Tanah Secara Massal; 

 

3.  Pelayanan Pengembalian Batas; dan 

4.  Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi. 

c.  Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas 
Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan. 

 
 
 

Pasal  3 
 

Tarif  Pelayanan  Survei,  Pengukuran  Batas  Kawasan  atau 
Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 

 
 
 

Pasal 4 
 

(1) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang 
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
angka 1, dihitung berdasarkan rumus: 

 

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar 
L 

Tu = ( ------ x HSBKu ) + Rp100.000,00 
500 
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Pasal  6 . . . 

 

 

 
 
 
 

b. Luas  tanah  lebih  dari  10  hektar  sampai  dengan 
1.000 hektar 

L 
Tu = ( -------- x HSBKu ) + Rp14.000.000,00 

4.000 
 

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar 
L 

Tu = ( --------- x HSBKu ) + Rp134.000.000,00 
10.000 

 
(2) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang 

Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b angka 2 adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

 

(3) Tarif Pelayanan Pengembalian Batas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 adalah sebesar 
150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(4) Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor 
Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
angka 4 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 
 

Pasal 5 
 
 

Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas 
Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar 
300% (tiga ratus persen) dari tarif Pelayanan Pengukuran dan 
Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1). 
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Pasal  9 . . . 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pasal 6 
 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari 
Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf b, meliputi: 

 

a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A; 
 

b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B; 
 

c.  Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; dan 

d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi. 
 
 

Pasal 7 
 

(1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung 
berdasarkan rumus: 

 

L 
Tpa = (------ x HSBKpa) + Rp350.000,00 

500 
 

(2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk 
pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan 
rumus: 

 

L 
Tpam = 1/5 x (------ x HSBKpa) + Rp350.000,00 

500 
 
 
 

Pasal 8 
 

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung 
berdasarkan rumus: 

 

L 
Tpb = (------------- x HSBKpb ) + Rp 5.000.000,00 

100.000 
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